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ABSTRAK

Fatimah,Sudarmi dan Muhammad Yusuf, Pengawasan infrasirukiur Jalan
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten
Bone

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahur bagaimana pengawasan preventif dalam
mfrastruktur jalan dan pengawasan represif dalam infrastruktur pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone . Penelinan i
menggunakan jenis penelitia ndeskripsi Kualitatif Adapun jumlah informan
dalam penelinan ini berjumlah 7 orang Teknik pengumpulan data  dalam
penelitian i, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengawasan preventif mfrasouktur jalan pada Dinas
Pekerjaan’ Unum dan Penataan Ruang i Kabupdaten Bone sudah cukup
maksimal, terutama dilihat dari tanggapan informan mengenal penerbitan aturan
pedoman pengawasan intern  serta dalam mielakukan sosialisasi  sudah
mengupavakan  kelancaran  pelaksanaan pembangunan jalan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan Pengawasan represif preventif
infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penaiain Ruang di
Kabupaten Bone helum maksimal karena pihak rekanan sering terlambat dalam
membuat laporan hasil pekerjaan di lapangan serta sering terjadi pekerjaan jalan
tidak sesuai dengan skejul yang elah ditetapkan.

Kata Kunci:pengawasan, infrastrukturjalan, pekerjaan umum dan penataan ruang
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan infrastruktur adalah suatu aspek yang sangat penting dan vital
guia untuk mempercepat proses, punbaiigunan ckunomi solanjlitnya. Di samping
itu  infrastruktur jugas memiliki keterkaitan dan  keséjahteraan sosial dan
berkualitas di linghungan terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah,
Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki
kelengkapan sistem mfrastruktur dan berfungsi dengan baik . mempunvai tingkat
kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ckonomi vang
lebih baik pula Sebaliknya. jika keberadaan infrastrukiur jalan vang minim dan
tidak berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan masalah sosid! dan lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawest Selatan Nomor | Tahun
2019 tentang rencana pembanigunan jangha menengah dacrab Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018- 2023 vang tertuang dalam pasal | diantaranya menyebutkan
bahwa wurusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah vang memadi
kewenangan Presiden vang pelaksanaaniya dilakukan oleh kementrian negara dan
penvelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayvani, memberdavakan,
dan menyejahterahkan masvarakat.  (http//www pu.go.id) Terjadi  problem-
problem dalam proses pembangunan yang tidak mencapai target, hal ini vang
dijdadikan alasan penulis untuk melakukan peminjauvan terkait kurangnya

pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten Bone sehingga pembangunan
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infrastruktur tidak berkualitas. Misalnya, pembangunan jalan vang mengakibatkan
banyaknya masyarakat tidak puas terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

Secara langsung pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Unmum dan Penataan
Ruang bertanggung jawab terhaddp pengawasan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur vang melibatkan masyarakat, kemudian mengupavakan peningkatan
yang dapat menguntungkan Untuk moncapal  berbagal sasaian dan  tujuan
pembangunan infrastrukiur secara efisien dan efektif perlu dilakukan sistem
perencanaan vang baik serta diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan vang
bagus dan mampy menjuinin elisiensi dan efekiifitas pencrapan sasaran dan tujuan
pembangunan yang direncanakan sistem pelaksanaan terscbut bersama sistem
perencanaan dan pengawasan merupakan salah satu bagian dan sistem manajemen
pembanguiian vang dijadikan wahana dalam pencapaian berbagan sasaran dan
tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan tidak hanva dapat membenkan dampak vang besar, tetapi
pembangunan itu juga dapat menciplakan kerusakan terhadap suatu kawasan atau
wilayah serta berbagai factor pembangunan dan faktor keadaan wilayah Selain itu,
keterhibatan dalam pembangunan infrastrukur berdampak terhadap pekerjaan
Wimiin  vaing melibaikan  masyarakat  scbhaikiiva berawal scjak  dilakukan
perencanaan awal pembangunan pada wilayah yang akan dibangun tersebut
Masyvarakat setempat harus dilibatkan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan infrastrukiur  serla  upaya penanggulangan yang berdampak
merugikan, scharusnya pemerintah daerah vang dapat bertanggung jawab secara

langsung terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat. maupun




merugikan, seharusnya pemerintah daerah yang dapat bertanggungjawab secara
langsung terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masvarakat, maupun
upava peningkatan  dampak  yang  menguntungkan Untuk mencapai suaiu
sasaran dan tujuan pembangunan yang seeara cfektil dan efesien, perlu
diberlakukan system perencanaan vang baik juga  diperlakukan system
perencanaan  vang  baik seria diperlukda sisicm. pelaksanaan dan pengawasan
yang baik dan mampu imenjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran
dan tujuan pembangunan vang direncanakan.

Jarimgan  Dokuncntast  dan  Informasi Hukum  (JDIH) Kemeatrian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sistem yang dibangun sebagai
wadah atau tempat pendayagunaan vang dimiliki bersama dalam dokumen hukum
bidang Pekegjaan Umuwm dan Perumahan Rakyal secara ftertib: terpadu dan
berkesinambungan . serta dijadikan sebagai sarana dan prasarana  pembenan
pelayanan informasi hukum vang lengkap, akurat, mudah, dan cepat dilingkungan
kementrian Pekerjaan Umum dai Pérumahan Rakyat serta masyarakat. Selama ini
pemerintah  kabupaten Bone juga Kurang memberikan perhatian  kepada
masyarakatnva terhadap apa vang dibutukan mansvarakat Bone Selatan seperti
kabupaten lainnya. Sebagai contoh dalam hal pendidikan, sarana pendidikan guru
vang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ditempat
mengajarnya. Serta jalanan vang sudah banyak rusak di wilayah kahu ndak
kunjung dipeibaiki  Jadi masvarakat Bone Selatan  udaklah  heran dalam
menuntut akan diadakannva pemekaran. Akan tetapi Pemenintah Kabupaten Bone

telah menvampaikan bahwa Kabupaten Bone pada dasarnya sudah memenuhi




semua persvaratan dalam pengusulan daerah otonomi baru dan sesuai dengan PP
Nomor 78 Tahun 2007 dan telah menyetujui sepenuhnya mengenal rencana
pemekaran Bone Selatan. Dan juga sudah dikawal usulan tersebut sampai pada
kementrian yvang berhubungan dan DPR-RI dalam tahun 2012 lalu.

Adapun penundaan pemekaran Bone Selatan lehih ditetapkannva pada
MORATORIUM pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012,
Kemudian dengan adanva pemekaran (i khawatirkan hanya akan menjach alat
untuk memenubt berbagar-kepentingan para penguasa yang sejak awal memang
telah merencanakan adanya pemekaran wilayah Bone Selatan. Serta euforia
semangat memekarkan wilayah menjadi daerah otonomi saat ini lebih didasarkan
pada pendekatan politis. yaitu tngginya semangat terhadap perbutan wilayah
kekuasaan oleh elit- elit politik lokal, dan menjadi arena baru dalam melakukan
kontestasi elit. Yang sening sekali mengabaikan wjuan pemekaran subtansi, yailu
dapat mempermudah akscs masyarakat terhadap pemerintah dan mengoptimalkan
pelavanan pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi Pemerintah Dacrah
Kabupaten Bone juga tetap berkomitmen untuk memperjuangkan mengenai
pemekaran di Bone Selatan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang
berlaku ( Bone goad)

Infrastruktur jalan Kota Bone banyak vang mengalami kerusakan, bahkan
Jjalan dalam kota pun banvak vang rusak Jalanan rusak jika musim hujan tiba
sehingga banyak masvarakat yang mengeluh. Sementara jalanan penghubung
antar kota Bone keluar daerah juga mengalami rusak yang mengakibatkan

kecelakaan biasa tenpadi. Makanva sangat diperlukan pengawasan agar dalam




mengerjakan suatu rencana terealisasi dengan baik, apalagi rencana vang
dilakukan membangun infrastruktur jalan  vang dimana nantinva sangat
dibutulikan oleh semua kalangan masyarakat,

Sementara  itu  pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan
infrastruktur jalan bisa dikatakan sukses atau gagalnya suatu kegiatan tergantung
pada mutu pelaksanaan adminstrast peticrintaban kabupaten dan seberapa besar
kebijakan tersebut dapat diformulasikan berdasarkan  sumber- sumber vang
tersedia, serta meningkatkan kualitas pengawasan administrasi  pemerintah
kabupaten dapal ditingkatkan  dengan dampak lerhadap responsils tuntutan
masvarakat, (hitp./jdih bone go id),

Menurut Winardi (dalam Yayat: 1998: 78) pengawasan adalah salah satu
upaya vang leisusun secara sistematik untuk menelapkan bagaimana Kineija
standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk
membandingkan bagaimana Kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan,
untuk dapat menentukan apakal tolah tcgadi suatu penyimpangan terscbut, serta
untuk mengetahui pengambilan tndakan perbaikan vang diperlukan untuk
menjamin bahwa semua sumber dava perusahaan atau pemerintahan telah
digunakan seelektil dan scelesien mungkin guna dalam pencapaian  tujuan
perusahaan atau pemerintahan tersebut. Sedangkan menurut Handayanmingrat
(1986: 143) mengatakan bahwa pengawasan yvang dimaksud dalam hal ini adalah
untuk  mencegah  atau  memperbaiki  suaiu  kesalahan,  penyiumpangan,
ketidaksesuaian dengan penvelewengan vang tidak sesuar dengan tugas dan

wewenang vang telah ditentukan, Dengan kedua pendapat defenisi diatas maka




penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu hal
penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya suatu pengawasan
maka percncanaan yvang diharapkan olegh manajemen dapat terpenuhi secara
maksimal serta berjalan dengaan baik.

Pengawasan pada dasarnva dapat diarabkan sepenuhnya untuk bisa
menghindari adanya Kemuangkinan penvolewengan alau penviimpangan atas suatu
tujuan atau maksud vang akan dicapai. Melalui pengawasan pembangunan,
pemerintah  diharaphan mampu membantu masyarahat dalam  melaksanakan
nebijakan yang iclah dilelapkan untuk mencapail tjuan yang telal divencanakan
scbelumnya yang sccara efekuf dan seefesien mungkin. Bahkan dengan
mengawasi vang dapat menciptakan suatu kegratan yang berhubungan erat dengan
meneniuhai alau mengevaluast mengenai sejauh mana Kegialan pelaksanaan kerja
sudah terlaksana. Pengawasan juga dapat terdeteks:  sejauhmana akan kebijakan
pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan vang terjadi dalam
regiatan pelaksanaan kerja lefssbull

Tanpa adanya pengawasan maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur
jalan tidak akan tercapai dengan lancar dan baik, pengawasan juga merupakan
bagian yang tdak lerpisankan dalanm upaya pencapaian kKesuksesan fugas
pemerintah  dalam pembangunan dan pengawasan juga salah satu fungsi
manajemen vang tidak boleh disepelekan untuk menjamin keberhastlan tugas
pokok organisasi atau misi sualu  organisast serla  demi lerlaksanaiva
pembangunan infrastruktur jalan, Dengan adanya pengawasan juga dapat

mencegah suatu tindakan penyimpangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan



yang telah direncanakan, akan tetapi vang terjadi pada saat ini tindakan
pengawasan sangatlah kurang dijalankan dan sering menvebabkan terjadinva
penyvimpangan. Di dalam melaksanakan pengawasan tidak hanya mengikuti
langkah- langkah seperti. menetapkan standar., memberikan penilaian dan
melakukan tindakan penilaian, akan tetapi sifat dan waktu dalam pengawasan
juga periu diterapkan @gar pelaksandan pengawasan tersebut berjalan dengan baik.

Penelitian ini sangat penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan
rekomendasi ataupun bahan masukan bagi dinas pekeijaan umum dan penataan
ruang di Kabupaten Boue untuk mengetahui pengawasan mfrastruktar jalan pada
dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bone untuk
mendapatkan acuan agar pengawasan jalan dapat terlaksana dengan semestinva.

Penelitian i sangal menarik dilakukan Karena akan mesndesripsikan dan
menganalisis tentang pengawasan infrastruktur jalan pada dinas pekegaan umum
dan penataan ruang di Kabupaten Bone dengan menggunakan teori- teori serta
Konsep- konsep vang berkaitai dengan tlu adminsirasi negara,

Berdasarkan pambaran dan informasi diatas dapat dilihat besarnya
permasalahan vang dihadapr dalam pengawasan infrastruktur pembangunan
jalanan di Kabupaten Bone. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih
lanjut mengenal upava pemerintah dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
terhadap infrastruktur pekerjaan  jalan  terutama dalam hal pengawasan
pembangunan jalan. Maka untuk mengetahui secara mendalam maka penilit
mengambil judul “Pengawasan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang di Kabupaten Bone.”




B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah vang
diambil dalam penclitian ini adalah sebagai berikut:
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Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan
informasi  terhadap mahasiswa  dari Kampus  manapun  Jdalam  mengenai
2. Manfaat praktis

Dilihat dari sepi praktis, ada 2 manfaat yang ingin dicapai.

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan pengawasan secara maksimal
terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.




b.  Bagi masyarakat. diharapkan dapat berpartisipasi dan menggunakan fasilitas
yang diberikan oleh pemenintah sebaik-baiknya mencapai tujuan yang




BABII

TINJAUAN PUSTARA

A. Penelitian terdahulu

Menurut Andi Gunawan Utama, tahun 2018, dalam penelitiannya vang
berjudul: Fungsi Pengawason dparat Inspektorai Ko Metro Dalam Melakukan
Pengawasan Pembangupan Infro stk jalim. Thast] penelitian ini menunjukkan
bahwa pengawasan rutin, khusus dan monitoring vang dilakukan vang dilakukan
oleh Inspektorai Kota Metro berfungsi secara efektf, akan tetapi Inspektorat Kota
Metro tidak memiliki kewenangan yang bersifat pemeriksaan teknis dan jika
terdapal  penyiipangan- penyinpangan lerhadap  pelaksanaan  pembangunai
infrastruktur jalan, Inspektorat Kota Metro tidak dapat meinhenkan sanksi
langsung, vang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Walikota Metro.

Menurut  Fadlan, twhun 2016, dalam penchiianiya yang berjudul.
Pengawasan dan Pengendealian }‘umﬁwz_gﬂwn Infrastrukiur Jalan Kabupaten
oleh Dinas Bina Mearga, Pengaran dan Tata Ruang (studi kasus di Kabupaten
Laser). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian
pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten oleh Dinas Bina Marga, Perairan dan
Tata Ruang Kabupaten Paser dapat diketahui bahwa pihak dinas sudah melakukan
pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pembangunan  infrastrukiue  jalan
Kabupaten walaupun masih terdapat kendala- kendala dalam pelaksanaannya, atau
tidak seratus persen masalahnya teratasi.

Menurul Wiajava Pangestu, tahun 2017 | dalam peneliiannya vang
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berjudul:  Pengawasan Badan Permusvawaratan Desa Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Desa di Desa Punggur kapuas kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten  Kubwravae,  Hasil  penelitian ini - menunjukkan  bahwa  standar
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kepala Desa Punggur Kapuas
adalah musrembang Desa, dimana masth belum maksimalnva standar pengawasan
tersebut karena belum telah dilahsanakdn. dun tindakan perbaikan vang telali
dilakukan Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan mengadakan gotong
royong dengan masyarakal untuk memperbaiki jalan yang rtusak, tindakan
perbaikan yang dilakukan belum maksimal dan efesien karena hanya melakukan
gotong rovong saja,

Menurut  Juin, tahun 2018, dalam penelitiannva vang  berjudul
Pengawasan Pemermiadi Tevhadup  Peloksanaan Program Pembuagion  Alai
Tangkap di Kecamotun. Bisuppu  Kabupaten Bontaeng.  Berdasarkan  hasil
penelitian i menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah
peimantauan dan pengelolaan scrg adanyva penganuh vang signifikan antara
pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program pembagian alat tangkap
ikan di Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng. Pengawasan pemerintah sangat
dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, efektivitas dan tingkal kesejaliteraan.

B. Konsep dan Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi
vang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekenjaan yang sudah

diselesatkan apakah sesuar dengan perencanaanatau tidak sesuai.Karena ifu
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tidaklah dimaksudkan untuk mengetahui siapa vang salah satu vang benar tetapi
lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan

Oleh Karena itw, jika lerjadi kesalahan atau beberapa penyvimpangan vang tidak

sesuai dengan sasaran vang d:

vang dapat meluruskan kegia angga pelaksanannya dapat
diarahkan.  Untuk maka dapal
di‘l‘ihal.dan {{S?\ w

a. Ménur ard

‘; \\Q\l‘?\‘m 2 u/ ’l// .

; el N tu aktivitasy
PR i e 2
— A .——
b, Me L dal; 7 {' -,,¢
/
\\ //, &

"qv“\\

;’“
¢

dicapai standar, apa yang sedang dilaksanakam vaitu pelaksanaan, menilai
pelaksanaan dan apabila perlu melaksanakn perbaikan- perbaikan, sehingga
pelaksanaan sesuai dengan perencanaan vaitu selaras dengan standar.

1. Tujuan Pengawasan
Beberapa tujuan pengawasan administrast kantor menurut Odgers (dalam

Sukoco 2011:129) adalah:
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a. Meningkatkan suatu kinerja organisasi secara kontinu, karena dalam kondisi

persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat

selalu mengawasi Kinerjanya,

. Agar tujuan vang dihasilkan sesuai dengan rencananyva.
. Menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan

© Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewangan

pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
Mendapatkan cara- cara yang lebih baik atau menerima yang lebih baik.




4

2 Menciptakan  suatu  suasana  keterbukaan, kejujuran, partisipasi.  dan
‘akuntabilitas organisasi.

L Meningkatkan kelancaran operasi o ganisasi.

ALEL fTRETINAT L

o)

N
2011:130) antara fain /I v“«:: dans J \\
. /;///’lll‘\‘\\l\\\

yang berperan objektif bagi organisasi;
d. Mengidentifikasi dengan adanya beberapa hal vang membuat suatu rencana
tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai, serta memfasilitasi

pendifikasiannya;

¢ Membantu dalam pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang
ditetapkan.

Manfaat pengawasan menurut Baba(2016° 149) vang dimaksudkan untuk
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meningkatkan  akuntabilitas  dan  keterbukaan Pengawasan pada dasarnva
menekankan langka- langkah pembenahan atau koreksi vang objektif jika terjadi
perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan percncanaaniva Dalam
makna 1m pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antar
kegatan agar pemborosan sumber daya 7M + 1 dapat dihindari.

3. Unsur Pengawiasan

Menurut Quible (dalam Sukoco 2001.130), dalam proses pengawasan akan
kurang optimal jika unsur- unsur dibawah i dihilangkan:

a. Faktor- fakio: yang diawasi

Sebelum pengawasan tersebut dapat dilakukan seyvopvanya stakeholders
internal diberikan pemahaman tentang faktor- faktor apa saja vang akan dapat
diawasi. Tentu saja. pengawasan terhadap fakior vang Ldak terfalu penting akan
mengakibatkan wakiu dan tenaga terbuangsecara sia- sia bemtu saja. Misalnya,
dalam departemen admnisttast penjualan, penvelesaian order penjualan
merupakan fakior vang sangat peniing perlu diawasi guna mengukur keefektifan
dari fungsi pengolahan data penjualan vang dilakukan.

b. Identifikasi hasil vang diharapkan

Identifikasi parameter vang kurang jelas mengenal hasil vang dunginkan
dan aktivitas pekerjaan vang dilakukan membuat pengawasan vang tidak akan
benjalan dengan efekufl Untuk itulah, sangat perlu keterlibatan kepada semua
pihak (termasuk pihak yang akan diawasi) mutlak diperlukan, bila perlu

organisasi dapat juga mengundang konsultan untukdapat menentukan alat ukur
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vang akan diguanakan.

¢. Pengukuran kinenja

Sebelum hasil aktual dan hasil yang diinginkan dan dibandingkan. hasil
aktual harus diukur. Dalam beberapa hal, pengukuran ini juga menjelaskan output
kuantitas. Dalam organisast vang diterapkan dalam konsep TOM, pengukuran ini
lebih ditekankarl pada seherapa baik pelanggan vang dapat dilayani olch
organisasic  Selain stu, hastl dart Caknfitas . yang  akan . dilakukan. dapat
dikuantifikasikan, wisalnya pendistribusian surat edaran dari pihak manajenen
dapat terlaksana secara maksimal satu hari setelah ditanda 1anagani, atau order
pembelian akan dipenuhi dengan timlimit tiga hari setelah order dilakukan.

d. Aplikasi tindakan pembenahan

Apabila hasil yang aktual Kurang dari hasil vang diharapkan perlu
dilakukan tindakan atau koreksi untuk memperkecil gap yang terjadi dengan
mengunplementasikan hal yang dianggap perlu. Misalnva, dalam pemenuban
order pembelian yang akan terealisasi maksimal tiga hari setelah order dilakukan
akan tetapi ketika sudah waktunya belum tercapai, ternyata fasilitas komunikasi
antara divisi administrasi penjualan dengan gudang tidak difasilitasi dengan alai
komunikasi yang  cukup memadai, sehingga perlu ditunjang dengan alat
komunikas: vang akan representatif

4. Asas asas pengawasan

Koontz dan Donnel (dalam Aedi 2016:150), mengemukakan asas-asas

pengawasan, vaitu:
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a Asas tercapainva tujuan (Principle of asswrance of objectivel), artinva
pengawasan vang harus ditujukan mengarah ke-tercapainva tujuan yaitu
dengan  mengadakan  perbaikan  untuk  menghindari  penyimpangan-

b. Asas efesiensi pengay

. 3 wieney of control), artinya
/"/4‘%" bl .Jjbq \ an dar rencana,
6.3

)
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vang berkualitas baik. Pengawasan itu hanya dilakukan oleh manajer,

atasdasar bahwa manusia itu sering berbuat salah, Cara yang paling tepat
untuk menjamin adanya suatu pelaksanaan yang sesual dengan rencana adalah
mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.

f. Asas refleksi rencana (Irinciple of reflection plans), artinya suatu pengawasan

vang harus tersusun dengan baik, schingga dapat mencerminkan suatu

karakter dan susunan rencana.
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g Asas penyesuaian dengan organisasi (Principle of organization switability),
artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan  struktur organisasi.

Manajer dengan bawahannya merupakan sarana unluk melaksanakan rencana.

\/ \\\‘:»; U/,,, ,,/ q .\—

i

ar | ; s % ) ~."‘.:\
‘t ’ //7:%on \
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k. Asas kekecuahan (fhe excaption principle), artinya efesiensi dalam
pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukkan tethadap fakior
kekecualian. Kekecualian im dapat tenadi dalam keadaan tertentu ketika

situasi berubah atau tidak sama.

I Asas pengawasan fleksibet (Pranciple of fleksibility of conirol), artinya

pengawasan harus luwes untuk menghindarn kegagalan pelaksanaan rencana.
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m. Asas peninjauan kembali (Principlen review), artinya sistem pengawasan

harus ditinjau berkali kali, agar sistem vang digunakan berguna untuk
mencapai tujua,

Asas tindakan (Prinple of action J, artinya pengawasan dapat dilakukan
apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penvimpangan- penyimpangan

rencana, organisasic staffing Jan directing.

Jenis —jenis pengawasan

Menurut  Murhaini  (2014:11), pengawasan juga dapat dicerman

berdasarkan keguanaan dan tujuan pengawasan yaitu:

d.

b

Pengawasan Preventif merupakan pengawasan vang dilakukan sebelum
pekerjaan mulal dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak
terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnva dilaksanakan terhadap
berbagai pesiapan rencana nantinya segera dilaksanaka.

Pengawasan Repiesi (ncrupakan pengawasan vang dilakukan ketika alur
aktivitas sudah selesai. Secara tekmis dilakukan melalui kinerja audit dengan
pemeriksaan terhadap pelaksana pekenjaan. Dan kinerja auditor sebagai
pelaksana pengawasan represii diketahui adanya ketidak scsuaian dalam
pelaksana aktivitas berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.
Adapun jenis- jenis pengawasan menurutBaba (2016: 151) . adalah:
Pengawasan karyawan (personnel conirol)

Pengawasan i ditunjukkan kepada hal- hal vang ada hubungannya dengan
kegiatan karyawan Apakah karyawan pekerja sesuai dengan rencana. perintah,

tata kerja, disiplin, absensi dan sebagaianva.




b, Pengawasan keuangan (finansial control)
Pengawasan tersebut ditujukan kepada hal- hal yang menyangkut keuangan,

aran, biaya-biava perusaliaan lermasuk
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kebijaksaan- kebijaksaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan vang
telah dilaksanakan.

g Pengawasan penjualan (sales control)
Pengawasan ini ditunjukkan untuk mengetahui, apakahproduksi atau jasa yang
dihasilkan terjual sesuai dengan larget vang ditetapkan .

h. Pengawasan inventaris (imventory control)




2]

masih ada semuanya atau ada yang hilang.
i Pengawasan pemeliharaan (maintenance control)

Pengawasan ini ditunjukkan untuk mengetahui, apakah semua inventaris

I} Teknik pengawasan langsung

Pengawasan secara langsung adalah proses pengawasan yang
dilakukan dengan cara langsung melalui pengamatan dan laporan secara
langsung. Dalam tekmk pengawasan ini, pengawas langsung turun
kelapangan utnuk melihat pegawal atau guru vang sedang melaksanakan

tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

2} Teknik pengawasan tidak langsung
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Teknik pengawasan tidak langsung adalah teknik pengawasan yang
dilakukan oleh pengawas dari jarak jauh dengan cara mempelajari laporan
is kepala sekolah, guru, dan personal

Pengawasan intern adalahpengawasan yang dilakukan oleh pegawai
vang berada dalam organisasi itu sendiri terhadap bagian- bagian dalam
organisasi tersebut. Pada hakikatnva, pengawasan diartikan sebagai salah
satu fungsi pimpinan.Setiap pimpinan unitdalam organisasi pada dasarnva
berhak dan berkewajiban  membantu  pucuk pimpinan  mengadakan
pengawasan secar fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-
imasing.
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2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern  adalahpengawasan vang dilakukan oleh

pegawai atau orang vang berada diluar organisasi tersebut.

3) Pengawasan melekat

Tahap pertama dalam pengawasan ini adalah uniuk menetapkan standar

pelaksanaan, standar dalam artian sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat

digunakan sebagai suatu patokan untuk menilai hasil- hasil, standar- standar

umum yang diungkaphan oleh Handoko tersebut adalah:

1) Standar-standar fisik, vang meliputi kuantitas suatu barang dan jasa, serta
Jumlah pekerjaan atau kualitas pekerjaan.




2) Standar- standar moneter, vang meliputi suatu petunjuk dalam rupiah dan
mencakup seluruh biaya baik biaya pekerjaan maupun sejenisnyva.
3) Standar- standar wakiu, yang meliputi produksi atau batasan wakiu suatu

\") \
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4) Pengujian atau dengan pengambilan suatu sampel.

. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan

Tahapan kritis dari proses pengawasan merupakan dengan membandingkan
pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau sesuai
dengan standar vang telah ditatpkan. Kompleksiias sangal mungkin dapat
terjadi  karena saat pengimpretasian  penyimpangan. Penyimpangan-
penyimpangan harus bisa dianalisa agar dapat diketahui penyebabnya dengan
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mengapa standar tidak dapat dicapai.
e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila terdapat hasil analisa vang menunjukkan adanva tindakan koreksi, maka

Pengawasan vang efektif berarti pengawasan yang tepat harus sesuai
dengan proses vangakandilaluinya, tanpa menyimpan dan sistem vang dianut
schingga tahapan yang dilaluinya benar. Pengawasan dapat dikatakan sebagai

suatu sitem. seperti halnya sistem- sistem vang lain mempunvai karaketristik

tertentu, yvaitu:

a) Akurat
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Informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang harus akurat sebab ketidak
keakuratan dapat menyebabkan pengambilan tindakan koreksi vang keliru
atau bahkan menciptakan masalah yang sebelumnya tidak ada,

b) Tepat waktu

at dievaluasi secepatnya
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mengakibatkan bias yang scharusnya tidak perlu dan kebingungan atau stres
diantara para karvawan.

d) Terpusat pada titik- titik pengawasan strategis
Pengawasan scharusnya dapat memusatkan perhatian pada penyimpangan-

penyimpangan yang paling sering terjadi dan dapat menimbulkan akibai yang

fatal.
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¢) Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah atau hampir tidak sama

dengan nilai kegunaannya,
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berprestasi.oleh karena itu. sistem pengawasan hendaknya dijelaskan terlebih
dahulu kepada semua anggota organisasi
C. Kerangka Pikir

Menurur Sugiveno (2012: 65) ker'_m:gka pikir adalah model konseptual
tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
didefenisikan  sebagai masalah  penting  Sebagai pengawasan terhadap
infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang di Kabupaten




Bone. perlu adanya melakukan sebuah pengawasan pemerintah agar dalam
mengatasi berbagar permasalaban pembangunan infrastruktur dapat tercapai
Maka dalam penelitian 1im menggunakan model konseptual mengenai teori- teon
vang berkaitan dengan pengawasan anfrastruktur menurut Bohar (1992: 25) yang
pertama, pengawasan preventil Kedwa, pengawasan represif  Apabila kedua
indikator tersebut dapat terlaksana sceara maksimal maka dapat dikatakan bahwa
dalam pembangunan intrastruktur dengan adanya pengawasan yang efektif. Untuk

lebih jelasnya kerangka pikir dapat digambarkan sebagai benkut.

Menurut Murhaim (2014: 11}
Manajemen Pengawasan

Infrastruktur
r 5
v v
Pengawasan Preventif Pengawasan Represif
1. Penerbitan Aturan 1. Teguran
Pedoman Pengawasan 2. *Sankei
Intern el
2. Sesialisasi 3 piaaian

b

Terlaksananya Pengawasan
Preventif dan Pengawasan
Represif

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah Pengawasan Infrastruktur Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone dengan
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beberapa indikator adalah pengawasan preventif ( pengaturan dan peizinan,

sosialisasijdan pengawasan represifiteguran, sanksi, penindakan).

| E. Deskripsi Fokus Penelitian

Pengawasasan  preventif adalah pengawasan berupa pencegahan vang

dilakukan oleh pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mencegah

terjadinya  penyvimpangan (erhadap | pembangunan infrastruktur jalan di

Kabupaten Bone. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan preventif, maka

peneliti mengacu pada 3 aspek:

a) Pengaturan vaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan
oleh pihak yang melakukan pelaksanaan pembangunan jalan

b) Sosiahsast adalah proses penyampaian informasi yang difakukan oleh
Dinas Pekerjaan [Jmum mengenai pelaksanaan pembaneunan jalan di
Kabupaten Bone.

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tindakan akan

menyimpang yang terjadi dalam. penvelenggara pembangunan infrastruktur

Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone.

Untuk mengetahui pengawasan represif. maka penelitt mengacu pada 3 aspek;

a) Teguran vaitu peringatan vang diberikan ke pelaksanaan pembangunan
jalan atas pelanggaran yang dilakukan selama melakukan pembangunan
Jalan di Kota Bone.

b) Sanksi vaitu sanksi vang dibertkan kepada pihak vang melakukan
pelaksanaan pembangunan jalan di Kota Bone, akibat dar perbuatan vang

dilakukan tidak sesuai dengan aturan vang dietatapkan.
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan + dua bulan setelah ujian proposal di laksanakan
yang dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di
Kabupaten Bone. Alasan penulis menulih lokasi ini dikarenakan di Kabupaten
Bone mengenai infrastruktur pekerjaan jembatan dan jalanan rusak dimana terjadi
problem - problem dalam proses pembangunan yang tudakmencapar target. Hal
i yang menjadi peninjavan dikarenakan kurangnva pengawasan dari pthak
pemerintah kabupaten Bone sehingga pembangunan tidak berkualitas seperti jalan
Jembatan retak dan rusak, Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dalam
pembangunan infrasirtktur demi kepentingan masyarakat.

Lokasi penelitian i adalah di seluruh jalanan dalam Kota yvang ada di
Kabupaten Bone.
B. Jenis danTipe Penelitian

Jemis penelitian 1m adalah penelitian kualitatif dimana metode penelitian vang

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pada kondisi obyek yvang alamiah
sebagal perbedaan adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrument
kunci dengan anahsis data pengawasan terhadap infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Bone vang bersifat induktif da

n hasil penelitin lebih menekan makna pada generahsasi.
Tipe penelitan ini yang digunakan penelin dalam dalam penelitian ini

31
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adalah penelitian deskniptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian vang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian vang terjadi pada saat peneliti
berada dilapangan atau kejadiaan vang terjadi dalam beberapa hari vang lalu/
sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah- masalah
aktual sebagaimana adanya pada saat peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa

tanpa membenkan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

C. Sumber Data
Sumber data dalam penclitian ini dibagi menjadi dua baman ( Sugivono

2012), vaitu;

1. Data primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dibutuhkan dalam
penelitian yang bersumber dari responden dan informan serta merupakan data
utama melalul observasi dan penclitian kelokasi di Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dan melalui wawaneara langsiung pihak vang bersangkutan.

2. Data sekunder
Sumber data sekunder merupakan bahan hukum vang berupa literatur, karya
ilmiah, makalah, opini, surat kabar, jurnal serta dokumen lainnyva yang
berkaitan dengan langsung permasalahan penulis vang disusun atau dikaj
secara relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan penulis dalam penulisan

proposal ini.
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D. Informan

Informan yang dimaksud adalah scorang aparat/ pegawai vang berperan
serta bertanggung  jawab atas pelaksanaan pengawasan pembangunan
infrastruktur di Kabupaten Bone Serta seseorang vang secara langsung
mengetahui mengenai kegiatan pelaksanaan pengawasan tersebut dan memiliki
pengetahuan terséndin terkait pengawasan infrstruktur . Berikut daftar informan
dalam penélitian ini adalah;

Tabel 1. Informan penelitian

Kepala Dinas =

E_Sﬁkmtaris Dinas 1
i Kepala Bidang Jalan |
| Jembatan TN
Kepala Bidang Tata I .
| Ruang = e_8
Kasi Pemeliharaan |
Jalan Jerbatan
Kasi Pengawasan !
 dan Pengendalian =
Rekanan |
Jumlah 7 orang

E Teknik Pengumpulan Data

Penelitian 1m  dilakukan dengan menggunakan metode dekskripuf
kualitatif' ( Sugivono: 2012) yang bertujuan untuk memperoleh data, serta
berbagai sumber data vang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observas
Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dan

melakukan pencatatan secarasi sistematik terhadap segala yang tampak pada
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objek penelitian. Observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan
yang terjadi, serta seseorang yang terlibat dalam kegiatan vang terkait
permasalahan penulis, Dalam hal ini penulis berusaha mengamati peristiwa
sebagaimana yang terjadi dilapangan secara ilmiah

Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk | memperolch informasi- dengan bertanya
langsung dengan yang diwawancarai, Dengan melakukan wawancara peneliti
menggunakan mstrument penelitian berupa pedoman  wuwancara vang
memuat hal-hal yang ingin diketahui serta vang dibutuhkan terkait
permasalahan yang vang akan diteliti dengan mengeunakan pertanyaan
terbuka sehingga informan dapat menjawab secarn bebas mengenai
pengetahuan yang dimilkinya.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bahan tertulis atau sebuah benda yang berhubungan
dengan suatu peristiwa ataw akiifitas tertentu, Bauvak peristiwa vang baru saja
terjadi dapat diteliti dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen- dokumen
atau arsip-arsip. baik yvang secara langsung atau sangat berhubungan dengan
permasalahan yang ditelitt. Dokumentasi it bertujuan untuk memperkuat
hasil observasi, wawancara sebagai bukti bahwa betul adanya masalah yang

telah penulis telits

F Teknik Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengabsahan data

menurut (Sugiyono: 2012)
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. Trangulasi sumber

Triangulast sumber digunakan untuk mengupn suatu kredibilitas data dapat
dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.
Triangulasi teknik

Tnangulasi teknik dapat digunakan untuk menguji kreadibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sekunder vang sama dengan
tekmk yang berbeda pula.

Trangulasi waktu

Trangulast waktu i1 dapat dilakukan dengan tekmk wawancara diwaktu
vang berbeda pada saat suasana masih segara tau belum ditemukan masalah
sama sekal, sehingga informan akan memberikan data vang valid sehingga
lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan
cara melakukan pengecekan ulang data yang diperoleh sebelumnya dengan
melakukan wawancarn ulang, observasi atau teknik lamnya yang dapat

memperkuat data dengan waktu dan situasi vang berbeda pula.

(. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penelitt menggunakan metode analisis data model

Miles dan Huberman (Sugiyono: 2012).

Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilthan, pemusatan perhatian
penyederhanaan, transformasi data vang terlihat yang muncul hasil observasi
Langkah ini bertjuan untuk memilih informasi mana vang sesuai dan tidak

sesual dengan masalah- masalah yang diteliti.
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2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi vang tersusun vang memang

Kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data

vang disajikan penulis aﬂalah w AN _l,ra sudah dianalisis, tetapi
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Umum K

""—.*.-". -
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Batas-batas administrasi Kabupaten Bone secara jelas terbagi sebagai

berikut
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¢ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng

e Secbelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa

» Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

e Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Maros, Pangkep, dan

Barru

lhukota Kabupaten Bone - adalah Kota' Watampone  yang terletak
174 Km arah tumur dari Kota Makassar (Thukota Provinsi Sulawesi Sclatan). 1uas
wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559,00 Km2 Secara admimstrast pemenntahan
wilayah Kabupatcn Bone terbagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, yang
terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan. Tiga kecamatan di antaranva
merupakan wilayah perkotaan Watampone, vaitu Tanete Riatiang Baral, Tanete
Riattang, dan Tanete Riattang Timur.

2. Deskripsi Wilavah  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.

Kantor Dinas Pekerjaan U'mum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone
vang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dacrah dibidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang lingkungan hidup melafu
beberapa perumusan kebijakan tekmis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan
kegiatan bia marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan tata perkotaan, air
bersih, sanitasi dan dranaise, pertamanan, kebersthan serta pembimaan jasa
konstruksi serta berbagai tugas lain vang telah diberikan oleh Bupati sesuai
dengan aturan perundang- undangan yang berlaku yang berlokasi di JL

Laksamana Yos Sudarso Watampone. Tanete Riattang, Kabupaten Bone,
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Sulawesi- Selatan, kode pos 92715

3. Visi Misi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone,

a. Visi

Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang vang handal, dalam
mendukung kabupaten Bone vang Mandiri, Berdaya saing dan sejahtera.

b. Misi

Dinas Pekerjaan Uimum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone merupakan
rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode 2018- 2023 dalam rangka

mencapal visi serta mendukung upava pencapaian target pembangunan wilavah di

Kabupaten Bone, sehagaimana yang diamanatkan dalam Rensira dan RPIMD.

1. Mempercepat pembangunan infrastrukiur jalan dan jembatan secara utuh,
untuk mendukung keterpaduan konektivitas guna meningkatkan produkufitas,
efesiensi dan pelavanan sistem logistik bagi penzuatan daya saing dacrah

2. Mempercepat pembangunan mirastruktur Pekerjaao 1lmum dan Penataan
Ruang secara terpadu, vang didukung olel industri dan sumber daya manusia
dibidang konstruksi vang berkualitas,

3. Mempercepat penyediaan dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian
tata ruang. untuk mendukung kemampuan dava saing dan peluang investas:
daerah.

4. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana ke PlU-an untuk mendukung

seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.




4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.
a.  Tugas Pokok Dan Fungsi

: nomor 62 tahun 2016 tentang
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b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

¢) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang; dan
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e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

ﬁingﬁihya.

Sekretariat Dinas

undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penvelenggaraan kemitraan

dengan masyarakat,

e) Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program
kerja kepada kepala dinas;

f) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

g) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan,
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h) Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, dan

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas
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Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dan pelatihan:

6. Melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor,
perlengkapan kantor dan aset lainnya,

7. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset,

8. Melaksanakan pembinaan staf. dan

9. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.
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Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang

mempunyai tugas -
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aris terkait tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang

mempunyai tugas :
I, Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan
pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan,

menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan




dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
sesual dengan peraturan perundmg_—urﬂangaﬂ:

Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;

Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa.

2. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} menyelenggarakan fungsi -
a Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan

program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.

b. Perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU an;
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¢ Penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan
status jalan kabupaten;

vnm.
N $ ’a;«"\\\\\'h///

11 1) |
7z
1 :‘: . — ":ﬁ?f}” {/

: |
W

2. Melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi,

3. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa
konstruksi yang baru berlaku;

4 Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluban/sosialisasi standar
teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke PU-an,

S, Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan,

6.  Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.
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Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan

Bina Teknik mempunyai tugas :

I Melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan

infrastruktur bidang ke-PL an;

e

Menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PL an..

3. Melaksanakan pengadaan jasa konsultan,

4 Melaksanakan pembahasan dan evaluasi justitfikasi teknis,

8. Menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;

6 Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi

Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas

1. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penuendalian terkait pelaksanaan
kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta

kegiatan ke PU-an lainnya,

2

Melaksanakan pengadaan jasa konsultan,

3 Membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;

4 Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke
PU- an secara berkala maupun insendentil;

5. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PLU an,

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.




Bidang Jalan Dan Jembatan

I Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan

jembatan.
f  Pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan,
pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan,

g Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan
fungsinya.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
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1. Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen

pengelolaannya,
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2. Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;

3 Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;

4, Menginventarisi Gata-data téntang penelibiaran jalan dan jerbatas:
‘5. Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;

6. Menyusun studi kelayakan,

7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan

jalan dan jembatan,
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8. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;

9. Melaksanakan kegiatan penunjang Iaim:_tya yang mendukung kelancaran

pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

6. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan,
7. Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung  pengembangan
infrastruktur wilayah;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya,
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Bidang Penataan Ruang

|. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang

I. Memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan Penataan Ruang

kabupaten dan kawasan;
2 Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan
informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang,
3. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan
Penataan Ruang;
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4. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya

Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang

mempunyai tugas:

I. Memfasilitasi dan membina  dalam hal permanfaatan ruang. kabupaten dan

kawasan;

[ ]

Menglumpun, mengolah, menyimpan. memelihara. memperbaharui data dan
informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruangy,

3 Menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.

4. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemaniaatan ruang,

5. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan

6. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfantan Ruang dipimpin oleh
Kepala Seksi  Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

mempunyai tugas :

I. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang,

2 Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan  melaksanakan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan,

penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
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3. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

4. Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan: dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya,

/”'U“\\
ans)

¢. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas
umum yang menunjang kegiatan ke PU-an;

d. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas
umum bidang ke PU- an, dan

e Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan
fungsinya.
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Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke PU-an

dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana ke PU-an mempunyai tugas :

=2
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- Melaksanakan pengembangan. operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana

kePU- an;

Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan
sarana ke PU-an;

Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya,
Melaksanakan keglatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran
pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke PU- an; dan

Melaksanakan Lugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnva

Seksi Pembanguvnan/Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala

Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum mewpunyai tugas :

[

Ld

Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke PU-an;

Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum:
Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum;
Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya,
Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya vang mendukung kelancaran
pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke PU-an; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya
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Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi

Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

| Melaksanakan pengujian aterial dan pﬁngu]!an mutu  konstruksi

jalan/jembatan;
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9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Upt Dinas

1. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas
membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.

2. Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

I. Kelompok Jlabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Susunan organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bone,
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 62
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kmﬁa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, yang
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dijabarkan sebagai berikut:

a  Kepala dinas
b. Sekretariat dinas terdiri dari :

2. Seksi Pemanfaatan Ruang

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
f Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas umum
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum; dan
3. Scksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium

¢ UPTD
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h. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

6. Struktur organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
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7. Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang memiliki peranan penting

dalam perkembangan suatu organisasi, karena hal ini merupakan faktor penentu

dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah organisasi tersebut Begitu

juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diKabupaten Bone yang
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mempunyai sumber daya manusia dalam mencapai kinerja yang sesuai dengan

harapan masyarakat, salah satunya adalah di bidang pengelolaan sampah.

*gawal paling tinggi
berdasarkan golongannya adalah pangkat/gzolongan Il sebanyak 42 orang atau
67. 74% dan 62 orang, sedangkan jumlah pegawai yang rendah yaitu
pangkat/golongan IV yang berjumiah 6 orang atau 9,97% dari 62 orang jumlah
pegawai di Dinas PUPR Kab. Bone.

a. Data Petugas pelaksanaan pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan infnrastruktur jalan yang diemban oleh
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, tidak terlepas dari
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petugas yang membantu pegawai dalam mencapai perencanaan yang telah
direncanakan sebelumnya dari PUPR Kabupaten Bone Berikut tabel yang

memuat rincian data petugas, yaitu:

Berdasarkan tabel data petugas di atas, jumlah pegawai berdasarkan

bagian pengadministrasian umum berjumlah 6 orang. jumlah pegawai pada bagian
pengemudi alat bert berjumlah 4 orang, tekinisi jalan & jembatan dan teknisi

gedung/ bangunan berjumlah 2 orang, sedangkan pengadministrasian keuangan,
pengadministrasian  sarana & prasarana, pengadministrasian  persuratan,
pengadministrasian kepegawaian, pengawas pengoperasian alat berat, operator
alat berat berjumlah | orang




8. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sampah Kabupaten Bone

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan bagian yang harus ada

pada setiap lembaga organisasi dalam melaksanakan dan mengatur kelancaran

dari suatu program atau kegiatar

1 Provinsi Sulawes;

5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrat Rl Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.

6) Keputusan Bupati Bone Nomor 270 Tahun 2016 Tentang Penetapan Ruas-
Ruas Jalan Menurut StatusnyaSebagai Jalan Kabupaten dan Desa di

Kabupaten Bone.
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7) Perda Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
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Tabel 4

Pola pemeliharaan Jalan dan Jembatan

62

i MUTU BAKU ‘
AIAN PROSEDUR | Kepala SELEY | wak | oute
]
iwlcm-:rimalﬂim Kepala Surat 5 mepit | Penntah
JPT. Kasubag. Tata Tugas Kepala |
Usaha untuk menyvusun | Dinas
dafiar nama-nama [:;) {
Pengawas Lapangan dan £
lokasi ruas jalan vang di ‘
WS
. [

Menvusun  dafiar nana - ¥ | Permtah 30 Diaftar
nama Pengawas Kepala menil | nang-
Lapangan Dinas HTR H]

pengawi

s telah di

il 1 i | buat
Menginpul nama - nanms Dafiar 15 SKitelah
Pengawas Lapangan v AT menit | disiapkan
beseria lokasinva dalam i
bentuk sural keputusan pengawas
, telah di
| | buat .
Menparal dan ! SK tclah 15 | 8K telah
Menandamngani SK i disiapkan memt | di tanda
lerkait nama - nama H'—]'_H"i— tangani |
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B. Hasil Penelitian

Pada subbab int penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hal vang
berkaitan dengan pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Kabupaien Bone

Pengawasan berkaitan dengan proses dalam penetapan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai dengan kinerja vang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pengawasan
maksimal

infrastruktur  harus

yang diberikan dalam pembangunan agar
pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan rencana pelaksanaan sebelumnya
dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Untuk melihat tingkat Pengawasan Infrastruktur Jalan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone agar mencapai sasaran

yang diinginkan, maka terlebih dahulu dilakukan proses pengawasan yang

meliputi:
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1. Pengawasan Preventif

Pengawasan  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya
penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan Pengawasan
preventif ini dilakukan untuk menjaga suatu Kewenangan antara pemerintah dan
daerah- daerah yang tidak berbenturan. Pemerintali menentukan beberapa cara
atau suatu bentuk pengawasan “preventit terhadap suatu o penyelenggaraan
kewenangan dacrah dalam mengatur urusan pemerintah tetrentu, agar dapat terjadi
suatu  ketertiban dalam  menyelenggarakan kewenangan pemerintah  antara
pemerintah seria daerah- daerah otonom. Serta lebih memmalisasi agar didalam
pelaksanaan  suatu pembangunan infrastruktur jalan  agar tidak terjadi
penyimpangan- penyimpangan. Adapun unsur- unsur yang menjadi sasaran pokok
didalam pengawasan preventif meliputi:
a. Penerbitan aturan pedoman pengawasan intern

Pengaturan yaitu keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak
yang melakukan penyelenggara pembangunan infrastruktur jalan. Pengawasan
pembangunan jalan merupakan salah satu tugas kementrian negara sesuai dengan
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 25/ PRT/M/2017 Pasal (4) ayvat (2) dan (3) tentang pedoman umum
pengawasan intern di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
disebutkan bahwa: (2) Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan pengawasan
intern berdasarkan rencana strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai arahan umum bagi penvelenggaraan pengawasan intern

secara menyeluruh terhadap setiap unit organisasi dan/ atau satuan kerja di
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kementrian. (2) kebijakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan setiap tahun dengan maksud untuk memberikan arah, fokus, dan
pilihan prioritas dari pimpinan atas program dan kegiatam vang akan diawasi dan

mengacu pada rencana strategis Inspektorat Jenderal

Selain bentuk sosialisasi dalam bentuk preventif maka juga yang menjadi
perhatian khususadalah mengenai penerbitan aturan pedoman pengawasan intern.
Ini dimaksudkan agar didalam pekerjaan suatu infrastruktur jalan tidak berdampak
terhadap suatu kerusakan suatu lingkungan seperti halnya tidak merusak kawasan
hutan, tidak mempengarithi terhadap berkurangnya sumber mata air serta tidak
memberi dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat vang
ada. Selain itu juga bagaimana memberikan dampak positif terhadap pemanfaatan
ruang seperti yang tlikemukakan oleh Kepala Bidang Tata Ruang,sebagai berikut:

“Dimana sebelum peclaksangan pekerjaan suatu kegiatan maka terlebih

dahulu akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan pengawasan dimana
yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan vang menjadi acuan
baik aparat maupun rekanan serta juga menjadi acuan pihak pengawasan
baik pengawasan fungsional seperti vang dilakukan oleh inspektorat
maupun pengawas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuvangan
(BPK) "( Hasil wawancara AZ, 2 Desember 2020).

Berdasarkan Pernyataan tersebut di atas dimaksudkan ada senap
pembangunan  jalan vang ada dapat menjadikan dampak positif terhadap
masyarakat keseluruhan dengan meningkatnya tingkat perekonomian  dan
kesejahteraan masyarakat serta lingkungan vang ada disekitarnya dapat lestari dan
memberikan kelangsungan hidup semua ekossitem yang tidak terganngu seperti

halnya ruang hijau serta keindahan penataan ruang vang ada.

Selanjutnya mengenai penerbitan aturan pedoman pengawasan intern
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dalam pekerjaan infrastruktur jalan diperlukan regulasi agar pembangunan dapat
berhasil guna dan beradava guna dimana dalam regulasi penerbitan aturan
pedoman pengawasan intern sangat dibutuhkan agar setiap pembangunan
infrastruktur jalan mempunyai koneksitas anmtar wilayah seperti halnva yang
dijelaskan oleh pejabat pembuat komitmen PPK pembangunan jalan dan jembatan
vakni:

* Untuk lebih efcktifnva suatu pengawasan sehazai pedoman dalam

pelaksanaan pekerjaan haik oleh aparat pengelola pelaksana maupun oleh

rakanan sebagai pihak ketiga didalam pelaksanaan pekerjaan serta juga
lebih lanjut menjadi acuan bagi aparat pengawasan untuk melakukan audit
terhadap pekerjaan jalan yang dilaksanakan seperti halnya yang
dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional vaitu Inspektorat

Kabupaten dan juga menjadi acuan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan

Keuangan (BPK) tiap tahunnya terhadap hasil pekerjaan™ (Hasil

wawancara ILH, 03 Desember 2020).

Berdasarkan penyataan tersebut di atas dimaksudkan agar dibuatkannya
penerbitan aturan  pedoman pengawasan intern adalah untuk mempermudah
didalam mengawasi seliap pekerjaan sebab dimana dengan adanya pedoman
aturan pengawasan maka telah jelas item- item yang harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti halnya rencana analisa biaya yvang
menjadi ketentuan vang harus dilaksanakan, sehingga dengan adanya aturan
pengawasan maka setiap stakeholder yang terlibat harus benar- benar berpedoman
yang telah ditetapkan.

Selain hal tersebut dengan dikeluarkannva beberapa pedoman aturan
mengenai  pembangunan  infrastruktur  jalan  dimaksudkan agar didalam

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan,

dimana vang menjadi pedoman bagi setiap pelaksana baik untuk Dinas Pekerjaan
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Umum dan Penataan Ruang sebagai institusi penanggung jawab pelaksana proyek
maupun konsultan pengawasan serta para rekanan.
b. Sosialisasi
Sosialisasi vaitu pihak Pekerjaan Umum danPenataan Ruang melakukan
penyuluhan bimbingan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di
Kota Bone. Adapun vang menjadi bentuk sosialisasi formal adalah sebagai
berikut:
1) Pertemuan dengan stakeholder
Proses sosialisasi didalam pelaksanaan suatu pekcrjaan adalah
merupakan unsur yang menjadi awal utama pelaksandan suatu kegiatan
dimana para pejabat pelaksana kegiatan seperti halnya pejabat struktural,
pejabat pembuat komitmen., maupun para rekanan sebagal unsur pelaksana
kegiatan harus ferlemh dabulu memahami segala ketentuan- ketentuan yang
menjadi acuan atau aturan didalam pelaksanaan suatu kegiatan seperti halnya
sosialisasi yang dilaksanakan pada Dinas PUPR Kab. Bone vaitu dilakukan
rapat terhadap semua unsur yang terlibat didalam pelaksana suatu kegiatan
melalui proses soisalisasi secara formal seperti halnva vang disampaikan oleh
kepala Dinas PUPR Kab Bone, sebagai berikut:

* Didalam proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan infrastruktur jalan
pada Dinas PUPR Kab. Bone, agar tepat sasaran maka terlebih dahulu
dilakukan sosialisasi terhadap aturan- aturan vang dilaksanakan
kepada semua unsur vang terlibat melaui sosialisasi secara formal,
dimana Dinas PUPR mengundang semua stakeholdervang ada untuk
mengikuti sosialisasi dengan melibatkan tenaga ahli vang dapat

memberikan penjelasan kepada semua peserta” (Hasil wawancara
Askr, 2 Desember 2020)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dimaksudkan agar semua
unsur yang terlibat dapat memahami segala ketentuan- ketentuan yang harus
dilaksanakan Ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan serta juga yang dimaksudkan agar dapat lebih awal
mengurangi segala pelanggaran- pelanggaran yang berakibat terhadap tidak
bermanfaatnyva suatu bangunan,

Selain hal tersebut juga didalam. pengawasan presentif maka terlebih
dahulu dilakukan peninjauan lapangan terhadap dimena lokasi setiap pekerjaan
pembangunan jalan, seperti vang dikemukakan oleh Kepala Bidang Jalan
Jembatan. sebagai berikut:

" Sebelum pekerjaan jalan itu dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan
peminjauan lapangan dimana lokasi suatu proyek dilaksanakan vaitu
berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan  masvarakat ini
dimaksudkan agar sebelum PKK mengeluarkan surat pénntah kerja dan
diketahui kondisi lapangan sehingga pada saat berjalannva suatu kegiatan
tidak terjadi penyimpangan” (Hasil wawancara JBG. 2 Desember 2020)
Berdasarkan hasil pertamyaan tersebut di alas ini memberi mndikasi

terhadap rendahnya resiko vang dapat timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan,
karena dimana dengan melibatkannva pemerintah daerah setempat serta
masyarakat memberi dampak positif dimana pemerintah setempat dan masyarakat
vang terlibat didalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Selain hal tersebut juga
masyarakal dapat memaham tujuan dari pembangunan suatu jalan bahwa mereka
dapat merasa memiliki dan pada akhirnya juga dapat terlibat didalam
pemeliharaan hasil pekerjaan

Didalam pelaksanaan sosialisasi, dimana vang melibatkan semua unsur

terkait untuk memaham segala ketentuan- ketentuan vang dilaksanakan didalam
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pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan.  Seperti vang
disampaikan oleh salah satu rekanan pembangunan jalan vaitu:

“sebelum kami melaksanakan suatu pekerjaan kami terlebih dahulu

mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dimana didalam sosialisasi tersebut kami diberikan materi

mengenai bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan baik agar hasil vang

dicapai dapat terlebih dahulu bermutu” ( Hasil wawancara MA. 04

Desember 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas diperoleh bahwa jenis Pekerjaan
umum dan Penataan Ruang didalam melaksanakan svatu kewatan pembangunan
vang telah melaksanakan pengawasan lebih awal vang mana dimaksudkan untuk
mencegah dan mengurangi segala pelanggaran didalam pelaksanaan pekerjaan
jalan.

2. Pengawasan repesil

Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan
dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa vang direncanakan
yang bertujuan  untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiavaan vang telah
dilakukan tersebur sudah mengikuii kebijakan dan ketentuan vang telah
ditetapkan,

Teknik pengawasan vang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan
dengan berbagai macam tekmk, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan
situasi yang akan terjadi, maupun vang sedang terjadi/ berkembang pada masing-
masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat
dilkukan perbaikan- perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar

penyimpangan vang telah terjadi tidak berdampak lebih buruk, selain itu agar

dapat ditentukan tindakan- tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh suatu
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organisasi. Untuk melihat lebih jelasnya mengenai pengawasan represif dalam
dilthat dan 3 sub indikator
a. Teguran

Teguran yang diterapkan berupa teguran secara lisan dan tertulis yang
diberikan kepihak- pihak yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan
aturan dan ketentuam yang berlaku. Adapun teguran vang diberikan kepada pihak
vang melakukan pelanesaran dapat dilihat dari bentuk teguran yang diuraikan

sebagai berikut:

1) Teguran secaia lisan
Bentuk teguran dilakukan dimana dilakukan apabila ada pekerjaan
dilapangan yang tidak sesaui dengan ketentuam yang ada, sebagaimana vang

dijelaskan oleh Kepala Bidang Teknik & Jasa Konstribusi sebagai berikut

“selama ini kam selalu mengawasi setiap pelaksana pembangunan jalan
vang ada di Kota Bone, agar setiap melaksanakan pekerjaan jalan harus
sesual dengan aturan yvang berlaku dan tidak ada yang dirugikan, kalaupun
ada yang ditemukan kami akan ‘menegur secara lisan” (Hasil wawancara
IMR, | 03 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dimaksudkan agar para
kontraktor sebagai unsur pelaksana lebih awal diingatkan agar akan melaksanakan
pekerjaan sesual dengan ketentuan vang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi
pelanggaran yvang lebih besar. Teguran lisan tersebut dilakukan oleh pihak Dinas
PUPR Kab. Bone sesuai hasil pemantauan dilapangan. Teguran lisan ini sekaligus
juga merupakam pembinaan setiap rekanan agar selalu berhati- hati dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak kontraktor, dalam hal ini
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mengatakan bahwa:

“selama n kami tidak pernah mendapatkan teguran dan pihak PL, karena
kami menyadari bahwa pembangunan jalan vyang baik adalah
pembangunan yang mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pihak PU
dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada kami. Karena itu senantiasa
saya menghindart adanya teguran khususnya yang berkenaan dengan
proses pelaksanaan pembangunan jalan” pekerja/kotrakior™ ( Hasil
wawancara, ABD, 03 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pihak Dinas PL Kota Bone telah memberikan-makna bahwa pihak kontraktor
menyadari pentingnya mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pihak
Dinas PU vang memiliki tugas untuk selalu melakukan pengawasan represif
terhadap pelaksana pemabngunan jalan. Pihak kontrakior berupaya untuk
menghindar adanya teguran langsung agar tidak menimbulkan masalah dengan
pihak Dinas PU dan menjaga kepercavaan masyarakat atas keberlangsungan

pekerjaan jalan tersebut.
2) Teguran secara tertulis

Didalam proses pengawasan terhadap suatu kegiatan vang dilaksanakan
seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan apabila didalam pelaksanaan
pekerjaan oleh rekanan terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan vang telah
ditetapkan, maka Dinas PUPR Kab Bone sebagai perangkat daerah sebagai
penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan ifrastruktur jalan selain
melakukan teguran lisan juga dilakukan teguran tertulis, sebagai mana yang

dijelaskan oleh kepala bidang jalan jembatan, sebagai berikut

“Dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan
termasuk pembangunan infrastruktur jalan apabila terdapat rekanan yang



menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan perencanaan vang ada maka
terlebih dahulu dilakukan teguran lisan, namun apabila mereka tidak
mengindahkan maka selanjutnya dilakukan teguran secara tertulis™ { Hasil
wawancara JBG, 03 desember 2020)

Pemberian teguran tertulis di atas adalah merupakan salah satu syarat
didalam proses pengawasan pelaksanaan suatu pelaksanaan dan juga dimaksudkan
sebagai pembinaan terhadap setiap rekanan agar dapat memperbaiki pekerjaan
sechingga nantinva dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal vang telah
ditetapkan yang mana output dari pekerjaan tersebut dapat berhasi! guna dan

berdaya guna utamanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam pemberian teguran tertulis terhadap setiap rekanan yang
melaksanakan sctiap pekerjaan vang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang
ada, ini dilakukan dilakukan terhadap rekanan vang telah mendapat teguran secara
lisan, Kondisi ini terlihat pada beberapa pelaksanaan pekerjaan terkhususnya
pekerjaan infrastruktuc falan yang dilaksanakan pada tabun anggaran 2019

Sejalan dengan pernyataan Sekretaris Dinas PUPR kab Bone, sebagai berikut:
“Selama pada tahun 2019 Dinas PUPR sebagai perangkat daerah
penanggug jawab atas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan telah
mengeluarkan beberapa teguran tertulis kepada rekanan vang pekerjaannya

tidak sesual dengan petunjuk teknis yvang ada” (Hasil wawancara FTM, 03
Desember 2020).

Adapun maksud pemberian teguran tertulis tersebut selain merupakan
pembinaan terhadap rekanan vang diharapkan agar dapat memperbaiki terhadap
kesalahan vang dilakukan juga dimaksudkan sebagai tahapan didalam proses
pengawasan vang mana untuk menjadi syarat dalm pemebrian tindakan lebih

lanjut
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b. Sanksi

Proses pengawasan reprsif selanjutnya adalah merupakan pemberian
sanksi terhadap rekanan vyang melanggar ketentuan didalam pelaksanaan
pekerjaan. Dalam proses pemberian sanksi dilakukan apabila terlebih dahulu telah
diberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun bentuk teguran

sanksi yang diberikan, vaitu
1) Denda

Pemberiain denda yang dimaksud yaitu pihak rekanan yang melakukan
pelanggaran berupa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan maka dikenakan sanksi berupa pemberian denda berupa pembayaran
atas pelaggaran yang dilakukan Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala bidang

jalan jembatan sebagar berikut:
“Dalam pembenan sanksi yang telah dilaksanakan adalah berupa
pemberian denda terhadap rekanan vang tidak melaksanakan sesuai jadwal
vang telah ditentukan didalam kontrak pekerjaan, selain hal rersebut juga
ada beberapa rekanan vang memberikan sanksi berupa penambahan
volume bagi rekanan vang melaksanakan pekerjaan kurang sesuai rencana

analisa biaya dari kontrak pekerjaan yang ada ™ (Hasil wawancara JBG,
04 Desember 2020

Sanksi tersebut di atas dimaksudkan agar pekerjaan suatu pembangunan
jalan benar- benar sesuai dengan perencanaan yang ada serta mempunyai mutu
sehingga pemanfaatannya dapat tahan lama. Selain itu juga dimaksudkan sebagai
proses pembinaan terhadap rekanan agar lebih hati- hati dan bekerja leih baik
dimasa yang akan datang Selanjutnya dalam pemberian sanksi berupa denda

sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Bone, sebagai berikut:
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* Rekanan diberikan denda bagi yang tidak dapat melaksankann pekerjaan
sesual jadwal vang telah ditentukan didalam kontrak, adapun jenis denda
vang diberikan adalah berupa denda harian yang mana tidak melebihi dari
jumlah harian yang telah ditentukan didalam kontrak,” ( Hasil wawancara
AKR. 03 Desember 2020)

¢. Penindakan

Penindakan vaitu meémberikan hukuman pencabutan izin operasional
terhadap penyelenggara  pelaksana pembangunan jalan. di Kota Bone
Sebagaimana yang dikatakan oleh kasi pengawasan dain péngendalian mengatakan

bahwa

“sangat merespon wujud pengawasan represif vang kami lakukan dengan
memberi penindakan kepada kontraktor vang melakukan pelanggaran
Menurut kanm ini sangat penting bagi kami agar hepuasan masyarakat
terhadap pembangunan infrastrukiur jalan dapat terpercava. Sehingga
menjadi pembelajaran bagi kontraktor agar dapat sesuai dengan aturan dan
ketentuan vyang harus disosialisasikan dengan batk agar tidak terjadi
masalah. "( Hasil wawancara ATMI. 04 Desember 2020).

Dalam pengawasan utamanya penindakan terhadap rekanan vang tidak
mengindahkan segala ketentuan vang telah 'ditetapkau  dimaksudkan agar
pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak terjadi pewborosan vang mana dapat
mengakibatkan bagi daerah karena dengan adanva penindakan berupa blacklist
terhadap perusahaan yang tidak bekerja dengan baik menjadi catatan tersendiri

bagi perusahaan tersebut dan kedepannya tidak lagi diberikan suatu pekerjaan.

Selain pernyataan tersebut di atas dalam pemberian tindakan bagi
perusahaan vang tidak bekerja dengan baik selain memberikan blacklist juga
diberikan penindakan perbaikan vang telah dilaksanakan sebagaimana vang

dijelaskan Kasi pemeliharaan jalan dan jembatan yakni sebagai berikut:

“Dalam proses pekerjaan jalan pada tahap akhir dimana rekanan tidak
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diberikan sepenuhnya anggaran vang tertera didalam nilai kontrak yang
ada namun diberikan tanggung waktu dan apabila hasil pekerjaan
mengalami kerusakan bukan karena terjadinya kejadian luar biasa maka
tindakan yang diberikan kepada rekanan adalah memperbaiki kembali
hasil pekerjaan yang telah selesai”, ( Hasil wawancara EAS, 04 Desember
2020).

Pernyataan tersebut di atas dimaksudkan agar rekanan bertanggung jawab
kepada hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan agar benar- benar melaksanakan
sesual dengan ketenivan vang felah ditetapkan dan selanjutnya bila dalam
tunggung wakiu tidak terjadi kerusakan dan apabila ada Kerusakan dan telah

dilakukan perbaikan baru sisa anggaran yang ada dapat diberikan.
C. Pembahasan Penelitian

Pengawasan ini pada dasarnya menekankan langka- langkah pembenahan
atau koreks: yang objekinif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara
pelaksanaan dengau perencanaannya Dalam makna ini pengawasan juga berarti
mengarahkan atau mengoordinasikan suatu kegiatan agar pemborosan sumber
daya dapat dihindari,

Pengawasan jalan di Kota Bone adalah suatu kegiatan yang dilakukan
untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengembangan jalan. Di
dalam melakukan pengawasan jalan di Kabupaten Bone Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang khususnva dalam pelaksanaan pembangunan jalan untuk
menjaga kualitas pekerjaan jalan agar bermutu dan dapat dimanfaatkan sesuai
perencanaan yang ingin dicapai.

Sesuai hasil penelitian vang telah dipaparkan maka untuk menjaga kualitas

jalan yang ada di Kabupaten Bone, maka ada 2 jenis pengawasan yang dilakukan
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yaitu

1.

Pengawasan Preventil

Berdasarkan teori pengawasan sebagaimana yang dipaparkan oleh
beberapa para ahli maka pada dasarnva pengawasan itu adalah sebagai suatu
proses penentuan apa vang menjadi hal standar vang barus dicapai yang mana
dimulai dari proses pelaksanaan penilaian pekerjaan dan bahkan pada
perbaikan- perbaikan terhzdap penyimpangan yang tidak sesuai dengan
perencanaan vang telah ditetapkan. Dari arti perencanaan lersebut maka
diketahui ada jenis- jenis pengawasan yang harus dilaksanakan seperti halnya
pengawasan preventif yaitu pengawasan vang dilakukan sebelum pekerjaan itu
dimulai  yang mana dimaksudkan untuk menjaga agar  tidak terjadi

penyimpangan pada saa pelaksanaannya

Berdasarkan penelitian vang telah dilakukan. waka dapat diketahui
bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan preventif terhadap pekerjaan
pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone vang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai institusi penanggung
jawab telah dilakukan berbagai upava vang mana meliputi melakukan kegiatan
sosialisasi terhadap seluruh ketentuan- ketentuan yang menjadi petunjuk teknis
didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan seperti halnya melakukan
rapat terhadap semua stakeholder tentang apa yang harus dilaksanakan sesuai
perencanaan  vang dibuat oleh konsultan perencana serta memberikan

pemahaman awal betapa pentingnya tujuan dari pada pembangunan jalan itu
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sendiri sehingga pada nantinya dapat meminimalisasi pelanggaran vang terajdi.
Walaupun demikian telah dilaksanakan berbagai upava didalam pengawasan
masih terjadi pekerjaan- pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil perencanaan

vang telah ditetapkan

Selain sosialisasi sebagal bentuk pengawasan preventif juga dilakukan
terhadap bagaimana pengaliuad perizinan vang menjadi kéwajiban setiap
rekanan untuk dipenin sebelum melakukan pekerjaan. Adapun bentuk- bentuk
aturan pedoman pengawasan yang menjadi kewajiban dan harus dipenuhi
sebelum melaksanakan suatu pekerjaan adalah izin mendirikan bangunan ini
dimaksudkan agar seluruh pembangunan jalan vang dilaksanakan dapat

bersesuaikan dengan penataan ruang vang ada di Kabupaten Bone.

Selanjutnva dalam penerbitan pedoman aturan pengawasan agar
pembangunan jalan dilaksanakan tdak memberikan dampak negatif terhadap
lingkungan, maka rekapan diwajibkan mengurus izin analisis dampak
lingkungan bagi pembangunan jalan wyang berskala besar, sedangkan

pembangunan jalan yang berskala kecil hanya diwajibkan mengurus SPPL.

Hasil penelitian terdahulu terkait fungsi pengawasan aparat Inspektorat
Kota Metro dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan
menunjukkan perbedaan bahwa pengawasan rutin vang dilakukan oleh
Inspektorat Kota Metro berfungsi secara efektif, akan tetapi Inspektorat Kota
Metro tidak memiliki kewenangan vang bersifat pemeriksaan teknis dan jika

terdapat penyimpangan- penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan




infrastruktur jalan, Inspektorat Kota Metro tidak dapat memberikan sanksi

langsung,

2. Pengawasan Represif

teknik pengawasan vang dilakukan melalui pos-audit dengan pemeriksaan atas
pelaksanaan di tempat (inspeksi). meminta laporan pelaksanaan atau
sebagainya. Pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian
terhadap surat- surat pertanggungan jawab disertai bukti- buktinya mengenai
kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan pelaksanaan proyek jalan merupakan pengumpulan dan

memproses data dilapangan melalui mekanisme suatu proyek jalanan yang
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merupakan tugas dari pengawas lapangan dan konsultan pengawasan Dalam
setiap laporan- laporan pengawasan, tercantum pelaksanaan proyek jalan
sampai penyelesaiannya sudah sesuai dengan rencana dan waktu penyelesaian
pekerjaan jalan yang telah direncakan sebelumnva Oleh karena itu, proses
dalam pembuatan laporan- laporan pengawas mutlak dilaksanakan untuk
mengihindari penyimpangan- pefyimpangan. terhadap aturan yang ada. Dalam
membuat laporan- lapotin pengawasan provek jalan dinas PU yang melakukan
proses pengawasan diharuskan selalu melakukan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait hubungan dengan proses pelaksanaan dilapangan,

Berdasarkan 1eori pengawasan tersebut diatas, maka pada dasarnya
pengawasan represif ini dapat dilakukan pada saat pekerjaan dimulai sampai
selesai sebagaimana yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Ji Kabupaten Bone Dalam proses pengawasan represif
langkah- langkah yang dilakukan sebagaimana yang telah dipaparkan pada
pembahasan hasil penelitian, vait setiap saat melakukan monitoring baik oleh
aparat Dinas PU maupun konsultan pengawas yang telah ditunjuk dengan
memberikan teguran secara lisan, apabila ada rekanan vang melaksanakan

pekerjaan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

Berdasarkan penelitian vang telah dilakukan, maka dapat diketahui
bahwa Dinas PU untuk menjamin kelancaran suatu pembangunan jalan maka
langkah selanjutnya vang diambil adalah teguran tertulis kepada pihak rekanan
yang tidak mengindahkan teguran secara lisan, ini di maksudkan sebagai salah

satu svarat dan prosedur didalam bentuk pengawasan atas suatu pekerjaan.
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Dalam suatu proses pengawasan represif juga dapat dilakukan atas
temuan- temuan terhadap hasil pekerjaan baik melalui laporan oleh para
rekanan maupun laporan konsultan pengawas yang mana menjadi dasar
pelaksanaan audit terhadap hasil pekerjaan yang ada. Dari laporan dan hasil
audit yang diterima sebagaimana yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang di Kabupaten Bone. maka bila terjadi adanya pekerjaan
dari suaty rekanan vang tidak sesual dcugan perencanaan maka dilakukan
pemberian sanksi, Adapun sanksi- sanksi vang diberikan adalah berupa
perbaikan kembali yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Analisa Biava)
kemudian penambahan volume atas kekurangan pekerjaan serta pemberian
denda terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan  sesuai

dengan jadwal kontrak vang telah ditentukan,

Sedangkan proses akhir dari pengawasan represif adalah pengambilan
tindakan terhadap rekanan yang tidak mematubi segala ketentuan didalam
pelaksanaan pembangunan jalan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana memberikan tindakan berupa
blacklist terhadap perusahaan sehigga tidak lagi dapat mengikuti proses

pelelangan pekerjaan selanjutnya.

Didalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan
infrastruktur jalan di  Kabupaten Bone baik mulai dari perencanaan
penganggaran pelaksanaan maupun audit terhadap hasil akhir pelaksanaan
suatu kegiatan pembangunan jalan maka ada beberapa hal yang menjadi faktor-

faktor penghambat sehingga didalam proses pengawasan sering terjadi




keterlambatan didalam pembuatan laporan, Adapun faktor- faktor tersebu
o T = icenntm R LR b | | t
meliputi, sering terjadinva keterlambatan rekanan membuat laporan hasil

pekerjaan, sering terjadi rekanan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai denga

::::::::
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PENUTUP

S
2 3
‘s,

pekerjaan di

san skejul yang
telah ditetapkan,

B. SARAN

1. Didalam hasil penelitian yang menjadi kendala dalam pengawasan vang
selama ini dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone dan konsultan pengawas yang ada adalah keterlambatan

pembuatan laporan bagi rekanan atas hﬁéil pekerjaan dilapangan. Untuk itu

diharapkan kepada pihak PUPR Kabupaten Bone untuk meningkatkan




koordinasi dan bimbingan terhadap setiap rekanan agar dapat membuat
laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

2. Salah satu kendala didalam pelaksanaan pengawasan vaitu sering terjadi

rekanan melaksanakan pekerja ik 'sesuai dengan skejul yang telah
atan skejul benar- benar




DAFTAR PUSTAKA

Admosdidjo. (1987)  Admimstrasi dan Meanajemen  Umum. Jakarta. Ghalia

Indonesia:

Aedi, N (2014) Pengawasan Pendig Tinjavan dan Teori Praktik. Jakarta:

PT Baja Grafindo Pe

Handoko (2012). Manajemen Fdisi Kedua. Jakarta. BPFE.
Hasibuan (2009) Manajemen Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.

Jufri  (2018)  Pengawasan  Pemerimah  terhadap  Pelaksanaan  Program
Pembagian Alar Tangkap di Kecamaran Bisappu Kabupaten Bantaeng:
Skripsi.

Ketika pemekaran bone selatan di gantung, htps://bone goid, Diakses 21
Januari, pukul 1245,

Murhaini, 8. (2014). Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah. Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar




83

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
No. 25/ PRT/ M/ 2017

PERDA—NQ lﬁTahun*E*}l Q—RPJMD-EHIS—IH?.EFI Maret-2019,

\** , MTQS"'?

\\.\ ‘\>\ \ “A\

keamnafan érmga; Kakap Ka&npmer: Kﬂbura}u .Fouma] '
Yavat (2014) Dasar-dasar Manajemen. Jakarta. Grasindo







Gambar. 5, Wawancara terhadap seks) pengawasan dan pengendalian



Gambar.7. wawancra terhadap salahsatu masyarakat



Gambar 8, wawancara terhadap salah satu pegawai inspektorat daerah

Gambar 9 . profil kantor dinas PUPR
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